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Q & A
Question : Prosedur (syarat dan ketentuan) pencairan TDF?
Answer : Berdasarkan PMK 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK 19 Tahun 2023, pengajuan penarikan 

Dana TDF oleh Kepala Daerah disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan penarikan dengan 
ketentuan sebagai berikut:
1. Penarikan secara sekaligus:

a. Rencana penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya; 
b. Laporan realisasi penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya tahun sebelumnya, bagi 

Daerah yang menggunakan Dana TDF tahun sebelumnya yang diarahkan penggunaannya; dan  
c. SPTJM.

2. Penarikan secara bertahap:
a. Tahap 1:  

I. Rencana penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya (sebesar sisa saldo TDF saat 
pengajuan penarikan); 

II. laporan realisasi penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya tahun sebelumnya, 
bagi Daerah yang menggunakan Dana TDF tahun sebelumnya yang diarahkan 
penggunaannya; dan  

III. SPTJM.
b. Tahap 2:  

I. Laporan realisasi penggunaan Dana TDF tahap I paling sedikit telah terealisasi sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen); dan  

II. SPTJM. 
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Q & A
3. Penarikan akibat bencana:

a. Surat/keputusan terkait penetapan Bencana oleh Kepala Daerah dan/atau kementerian/lembaga 
yang berwenang menyatakan terjadinya Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

b. Rencana penggunaan Dana TDF untuk penanganan Bencana. 
4. Penarikan untuk kebutuhan mendesak dalam rangka penyelesaian kewajiban belanja:

a. Rekapitulasi kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran 
sebelumnya; dan

b. SPTJM.

Question : Apa itu TDF? 
Answer : TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemda untuk menyimpan 

uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan dana overnight 
pada rekening lain BI (TDF-TKD) Pemda di Bank Indonesia. TDF merupakan salah satu instrumen yang 
digunakan dalam penyaluran DBH/DAU yang disalurkan secara nontunai.

Question : Apakah TDF akan ada setiap tahun?
Answer : Kebijakan TDF tiap tahunnya akan dievaluasi dan akan diterapkan bila diperlukan dengan melihat kondisi 

APBN dan perekonomian global/domestik.
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Question : Kenapa dana Pemda di TDF kan? 
Answer : Kebijakan TDF diterapkan bila diperlukan dengan melihat kondisi APBN dan perekonomian 

global/domestik dan kondisi penerimaan negara terutama di PNBP SDA serta kondisi keuangan daerah. 
Salah satu tujuan penerapan kebijakan penyaluran DBH/DAU secara non tunai melalui fasilitas TDF adalah 
untuk mengurangi jumlah dana idle di pemda. Parameter yang dapat digunakan menentukan adanya 
kemungkinan timbulnya dana idle adalah posisi saldo kas yang tidak wajar atau kondisi tertentu yang 
mendorong meningkatnya dana idle misalnya penyaluran DBH/DAU dalam jumlah besar di akhir tahun 
yang belum dianggarkan dalam APBD. selain itu tujuan penyaluran secara TDF adalah mendorong 
pengelolaan APBD yang sehat, efisien dan efektif dan Mendorong penyerapan belanja APBD yang optimal 
dan tepat waktu untuk mengurangi SILPA.

Question : Dasar penentuan alokasi TDF?
Answer : Dasar penentuan alokasi TDF menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan 

dengan melihat kondisi APBN dan perekonomian global/domestik. Saat pembentukan di tahun 2022, dasar 
penentuan alokasi TDF menggunakan parameter posisi saldo kas dan  kapasitas fiskal, namun di tahun 
2023, seluruh kurang bayar DBH dan Tambahan DBH Reguler (non earmarked) disalurkan secara TDF. 

Question : Adakah kode rekening sendiri untuk TDF?
Answer : Dalam tujuan penempatan dana Pemda di BI dalam rangka penyaluran secara non tunai melalui TDF 

setiap Pemda telah dibuatkan rekening masing-masing untuk menampung penyaluran DBH dan/atau DAU 
secara TDF tersebut.

Q & A
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Question : Kenapa TDF tidak bisa dicatat sebagai SiLPA di akhir tahun anggaran? Seperti kita ketahui bahwa 
bagian dari pendapatan transfer pempus, yg sudah dicatat pada saat penyusunan APBD dan APBD-P? 

Answer : Sesuai dengan kebijakan akuntansi melalui surat edaran mendagri di tahun 2023, penyaluran DBH/DAU ke 
fasilitas TDF dicatat sebagai Pendapatan Transfer - Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) dan aset lainnya 
di neraca namun belum dicatat sebagai penerimaan di LRA sehingga tidak tercatat sebagai SiLPA di akhir 
tahun. Pada saat dilakukan penarikan Dana TDF atau penyaluran ke RKUD, pemda mencatat Kas di Kas 
Daerah pada Aset Lainnya (neraca) dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi SAL pada 
Pendapatan Transfer -Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA). Sedangkan pencatatan atas remunerasi dapat 
dilakukan dengan cara mencatat Piutang PAD lain-lain yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain lain 
PAD yang Sah (LO) pada saat remunerasi sudah ditransfer RKUN dari BI namun belum disalurkan ke RKUD. 
Apabila remunerasi sudah disalurkan ke RKUD maka pemda mencatat Kas di Kas Daerah pada Piutang PAD 
lain-lain yang Sah (Neraca) dan Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Bunga-Lain lain PAD yang Sah (LRA).

Question : Besaran remunerasi dan cara menghitungnya?
Answer : Besaran remunerasi yang diberikan kepada Pemda atas penempatan dana TDF di rekening BI adalah sama 

dengan besarnya remunerasi yang didapatkan pemerintah atas penempatan di BI. Saat ini besaran yang 
ditentukan adalah 80% dari BI-Rate 7 Days Reverse Repo Rate.

Q & A
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Question : Penggunaan TDF? 
Answer : Berdasarkan Pasal 7A PMK 16 Tahun 2024, Dana TDF diarahkan penggunaannya untuk mendanai:

1. Perbaikan Pelayanan Publik.
2. Infrastruktur.
3. Dukungan Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah.
4. Investasi.
5. Penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Question : Dana yang diTDFkan adalah DBH, bersifat BG, mengapa ada ketentuan penggunaannya?
Answer : Salah satu tujuan kebijakan penggunaan TDF yang diarahkan agar DBH/DAU yang disalurkan dapat 

dirasakan oleh masyarakat di daerah secara optimal. Meskipun demikian, frasa yang digunakan adalah 
penggunaan yang diarahkan yang mengandung makna bahwa daerah masih memiliki diskresi untuk porsi 
dan jenis belanja sesuai kebutuhan. Selain itu, agar tidak terlalu mengikat daerah maka pen-detil-an dan 
pembatasan jenis belanja tidak diberlakukan. Jenis penggunaan yang diarahkan sendiri juga tidak 
bertentangan dengan kebutuhan daerah bila penggunaan DBH/DAU tidak diatur sebagaimana sebelumnya. 
Kebijakan penggunaan yang diarahkan dan penyaluran secara bertahap beserta mekanisme penganggaran 
di APBD makin menambah akuntabilitas penggunaan DBH/DAU di daerah.

Question : Laporan Penggunaan TDF? 
Answer : Laporan penggunaan TDF akan menjadi syarat penarikan TDF di Tahap I dan Tahap II. Untuk format 

laporan penggunaan terdapat dalam KMK-6/KMK.07/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara dan 
Persyaratan Penarikan TDF.

Q & A
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Question : Kapan TDF bisa dicairkan? 
Answer : Berdasarkan PMK 16 Tahun 2024, Pencairan/Penarikan TDF dapat dilakukan baik dalam masa holding 

period (setelah dibentuk sampai dengan tiga bulan kedepan) maupun setelah masa holding period (3 bulan 
setelah TDF dibentuk). Penarikan/pencairan dalam masa holding period dilakukan dalam hal terdapat:
1. Kebutuhan kas Daerah mendesak akibat Bencana;
2. Kebutuhan kas Daerah mendesak untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar sampai 

dengan akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/ atau
3. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam
4. Keputusan Menteri.
Sedangkan pencairan/penarikan setelah masa holding period dapat dilakukan dalam hal:
1. Dana TDF akan digunakan untuk mendanai kebutuhan yang diarahkan penggunaannya (perbaikan 

pelayan publik, infrastruktur, dukungan pilkada, investasi, dan penggunaan lain yang ditetapkan MK)
2. Terdapat kebutuhan kas Daerah mendesak akibat Bencana; dan/atau
3. Terdapat kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Menteri. 

Question : Bagaimana pemda mengetahui jumlah saldo yang diterima secara TDF? 
Answer : Untuk jumlah penyaluran yang dilakukan melalui mekanisme TDF tertera dalam Peraturan/Keputusan 

Menteri yang terkait dengan Penyelesaian KB/LB DBH dan Tambahan Alokasi DBH, selain itu DJPK akan 
menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah daerah.

Q & A
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Question : Apakah bisa pemda memantau saldo TDF mereka? 
Answer : Daerah dapat memantau secara mandiri saldo TDF dengan cara membandingkan nilai DBH/DAU yang 

ditempatkan di fasilitas TDF dengan penarikan Dana TDF baik melalui pengajuan oleh pemda maupun 
melalui penerbitan KMK. Saldo awal DBH/DAU yang ditempatkan di TDF dapat diketahui PMK/KMK yang 
memuat kebijakan penetapan jumlah DBH/DAU yang ditempatkan di TDF sedangkan informasi penarikan 
Dana dapat dikonfirmasi nilai di Simtrada atau aplikasi CakLur. Selain itu, DJPK menyampaikan surat 
pemberitahuan kepada pemerintah daerah terkait saldo pada saat dilakukan pencairan TDF berdasarkan 
kebijakan Menteri Keuangan.

Question : Apakah ada juknis yang mengatur penggunaan TDF?
Answer : Sesuai dengan ketentuan di PMK Nomor 16 Tahun 2024, juknis penggunaan TDF dapat diterbitkan oleh 

Menteri Keuangan. Namun demikian, di tahun 2024 ini, penggunaan Dana TDF yang diarahkan sudah 
dicantumkan dalam KMK 38/2023 dan PMK 159/2023 (juknis tidak dibuat dengan detail agar daerah masih 
memiliki diskresi dalam menentukan belanjanya). 

Question : Kenapa remunerasi 2022 belum disalurkan? Tidak ada pemberitahuan? 
Answer : Remunerasi atas pengelolaan TDF telah disalurkan sesuai ketentuan sebanyak 4 kali  dalam setahun. 

Informasi atas penyaluran remunerasi dapat dilihat di Simtrada (di tahun 2023) atau CakLur (mulai 2024). 
Selain itu pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan KPPN setempat.

Q & A
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Question : Apakah KB kurang bayar utk DBH SDA selain DR kedepannya selalu di TDF kan?
Answer : Tidak, tergantung kebijakan Menkeu dengan melihat kondisi APBN dan perekonomian global/domestik.

Question : Kenapa KB tahun sebelumnya selalu diberikan di akhir tahun shg penyerapannya tidak memungkinkan? 
Answer : Untuk mengetahui besaran KB menunggu hasil audit BPK yang selesai di akhir semester I tahun 

berikutnya. Atas hasil audit, diterbitkan PMK yang menyatakan besaran KB/LB setiap daerah, PMK ini 
ditujukan sebagai dasar pencatatan utang piutang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
Penyaluran atas KB atau LB tersebut tergantung kepada ketersediaan anggaran dan/atau kondisi APBN dan 
perekonomian global/domestik.

Question : Apakah alokasi TDF identik untuk gaji ke 13 dan tunjangan hari raya? 
Answer : Pada dasarnya TDF tidak spesifik digunakan khusus untuk dukungan gaji ke 13 atau Tunjangan Hari Raya 

(THR), namun guna mendukung kebijakan pemberian THR dan gaji Ke-13 maka Menkeu melalui 
kewenangannya menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan terkait pencairan TDF, sebagaimana Pasal 8 
ayat (2) PMK Nomor 19 Tahun 2023 dan perubahan terbarunya PMK Nomor 16 Tahun 2024.

Question : Apakah bank daerah masih diberdayakan setelah berlakunya TDF. Apa peranan bank daerah bagi 
pemerintah daerah selanjutnya.? 

Answer : Peran bank daerah bagi pemerintah salah satunya menjadi penerima dana transfer selama ditunjuk oleh 
kuasa BUD termasuk saat TDF dicairkan dari rekening BI. 

Q & A
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Question : Kurang salur DBH 2023 dianggarkan dalam APBD-P 2023, kebijakan DJPK semua DBH diTDFkan, 
Pemda ambil kebijakan semua belanja di akhir tahun 2023 diselesaikan memakai dana di Kasda. 
Bagaimana permintaan penyaluran TDF setelah terbit PMK Nomor 16 dan KMK Nomor 6??

Answer : Penerbitan PMK KB/LB ditujukan sebagai pengakuan utang piutang pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah sehingga pencatatannya dilakukan terlebih dahulu dalam LO dan neraca. Pencatatan KB/LB ke 
dalam APBD/APBD-P dilakukan setelah terdapat kepastian alokasi anggaran dalam APBN. Penarikan TDF 
dapat dilakukan dengan mengacu pada PMK Nomor 19 Tahun 2023 dan perubahan terbarunya yaitu PMK 
Nomor 16 Tahun 2024, serta KMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara dan Persyaratan 
Penarikan Dana TDF pada masa holding period maupun setelah holding period. Holding period ditetapkan 
selama 3 bulan terhitung mulai tanggal penempatan DBH dan/atau DAU di fasilitas TDF. Untuk holding 
period TDF Tahun 2023 yaitu sampai tanggal 29 Maret 2024, sehingga mulai tanggal 31 Maret 2024, 
penarikan dana TDF dapat digunakan dengan menggunakan ketentuan penarikan setelah masa holding 
period.

Question : Dapatkah TDF ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah sesuai rekening Pemerintah Daerah 
masing-masing?? 

Answer : Tidak dapat karena pengelolaan TDF masih merupakan kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN 
sehingga sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan 
Pengelolaan TDF, penempatannya dalam rekening Bank Indonesia. 

Q & A
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Question : Apakah TDF bisa kita perlakukan seperti dana cadangan? misalnya untuk pembangunan infrastruktur 
yang membutuhkan dana besar? Bagaimana pencatatannya dalam akuntansi?

Answer : Tidak bisa diberlakukan seperti dana cadangan. Namun apabila yang dimaksud cadangan (kas) untuk 
membantu pengelolaan kas daerah maka hal tersebut diperbolehkan dan apabila yang dimaksud dana 
cadangan adalah dana yang dibentuk khusus sebagaimana ketentuan tentang dana cadangan yang berlaku 
sekarang maka hal tersebut tidak dapat disamakan karena pengelolaan dan TDF dan pengelolaan dana 
cadangan sangat berbeda dari segi definisi, mekanisme, dan tujuan maupun penggunaannya. Berdasarkan 
SE Mendagri, DBH/DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF dicatat sebagai Aset Lainnya 
di neraca dan pendapatan di LO. Sebagian daerah mencatatnya sebagai Piutang TDF.

Question : Apakah Saldo Rekening Koran TDF yang ada di BI hanya diedarkan setahun sekali? 
Answer : Tidak. Pemberitahuan terkait saldo diberitahukan pertama kali saat pembentukan TDF melalui PMK/KMK. 

Kemudian, pemda dapat mengetahui saldo TDF yang ada di BI dengan cara menghitung saldo awal TDF 
(informasi melalui PMK/KMK) dan mengurangi dengan penarikan dana TDF yang telah dilakukan. Informasi 
penarikan dana TDF salah satunya didapat dari sistem CakLur. Sedangkan penempatan di TDF bisa lebih 
dari satu tahun.

Question : Apakah bisa dana TDF dimanfaatkan sebelum adanya perubahan apbd? bagaimana mekanismenya?
Answer : Dapat, dengan mekanisme perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai penjabaran APBD 

dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DBPR) untuk selanjutnya 
ditampung dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi 
anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

Q & A
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Question : Apakah pemda dapat menolak dana TKD disalurkan dalam bentuk TDF?
Answer : Tidak. Kebijakan penyaluran DBH/DAU secara non tunai melalui fasilitas TDF merupakan kebijakan yang 

sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, meskipun DAU/DBH 
tersebut di-TDFkan, daerah masih dapat melakukan penarikan dana tersebut  dalam hal kondisi tertentu 
baik dalam masa holding period maupun setelah masa holding period..

Question : Mengapa dalam SK penetapan DBH tidak ditentukan berapa nilai yang akan diTDFkan dan berapa nilai 
yg tidak akan diTDFkan sehingga daerah dapat mengatur dalam penganggarannya 

Answer : Selama dua kali pembentukan dana TDF baik di tahun 2022 maupun tahun 2023, Dana DBH yang 
diTDFkan adalah kurang bayar dan tambahan DBH yang tercantum dalam PMK/KMK. Dalam KMK 
38/KMK.07/2023 mengenai penyaluran KB/LB DBH disebutkan jumlah yang disalurkan secara tunai dan 
yang disalurkan secara nontunai (TDF). 

Question : Kenapa ada potongan pada TDF yang ditransfer ke daerah, potongan itu terjadi atas apa?
Answer : Tidak terdapat potongan sama sekali terhadap dana TDF.  Semua Dana DBH/DAU yang disalurkan secara 

nontunai melalui fasilitas TDF pada akhirnya akan disalurkan semua ke RKUD melalui beberapa mekanisme 
penarikan. Bahkan, atas penempatan dana DBH/DAU di TDF, pemda mendapatkan remunerasi yang 
disalurkan tiap triwulanan dalam setahun. Apakah dalam hal ini yang dimaksud potongan adalah lebih 
bayar? Jika daerah memiliki kelebihan bayar atas dana DBH, maka memang DBH yang dianggarkan akan 
dikurangi lebih bayar terlebih dahulu. Namun perlu diketahui, lebih bayar ini bukanlah potongan atas TDF.
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Question : Dengan adanya perubahan aturan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024, aspek 
apa saja yang menjadi fokus perbaikan dari sistem TDF yang sebelumnya??

Answer : Fokus perbaikan diantaranya adalah:
1. Dasar pembentukan dan penarikan dana TDF dapat bertambah selain parameter posisi saldo kas,
2. Penggunaan dana TDF diarahkan sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di 

daerah,
3. Penarikan dana TDF dilakukan secara bertahap maupun dalam kondisi kebutuhan kas mendesak untuk 

menyelesaikan kebutuhan kewajiban sampai dengan tahun sebelumnya yang belum terbayar, (4)
4. Penganggaran penggunaan Dana TDF, dan 
5. Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana TDF. 
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